
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.388, 2019 KPU. Penyelenggaraan Pemilu. Tahun 2019. 

Tahapan, Program, dan Jadwal. Perubahan. 
 

 

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL 

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, yang 

menyatakan frasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari 

dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai paling lambat 

30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara 

kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar 

kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa 

bencana alam, menjadi tahanan, serta karena 

menjalankan tugas pada saat pemungutan suara 

ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari 

pemungutan suara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
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Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Keempat 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, 

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 

2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 277); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG 

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN 

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019. 

 

Pasal I 

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) yang 

telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum: 

a. Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
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Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);  

b. Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); dan 

c. Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 277), 

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Komisi ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 4 April 2019 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA, 

  

ttd 

 

ARIEF BUDIMAN 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 5 April 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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